
BUPATI KATINGAN 
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN 
NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 4 TAHUN 2018 

TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DILINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kepemerintahan yang
baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme 
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan, Pejabat/Pegawai 
Pemerintah Kabupaten Katingan dilarang menerima hadiah atau 
suatu pemberian dari siapapun juga yang berhubungan dengan 
jabatan dan atau pekeijaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud pada 
huruf a diatas, Peraturan Bupati Katingan Nomor 4 Tahun 2018 
tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Katingan, perlu dilakukan perubahan 
menyesuaikan dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi 
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan 
Status Gratifikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang 
Pelaporan Gratifikasi;

Mengingat

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati 
Katingan;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5137);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4150); *
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3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan 
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, 
Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten 
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito 
Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4180);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4890);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5135);

10. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi 
Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka 
Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012- 
2014;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 
Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan 
Nomor 35);
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Menetapkan

12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan 
Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi Dan Wilayah 
Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan 
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 
tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 1438);

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 4 TAHUN 2018 
TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI 
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 4 
Tahun 2018 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi 
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan diubah sebagai 
berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 2 (dua) angka yaitu angka 22 
dan angka 23, sehingga berbunyi sebagai berikut:

22. Penerima Gratifikasi adalah Pegawai Negeri atau 
Penyelenggara Negara yang menerima Gratifikasi.

23. Rekan Keija adalah sesama pegawai di lingkungan internal 
instansi di mana terdapat interaksi langsung terkait 
kedinasan.

2. Ketentuan Pasal 5 huruf k dan p diubah, sehingga berbunyi 
sebagai berikut:

BAB III
PELAPORAN DAN PENETAPAN 

STATUS GRATIFIKASI 
Pasal 5

a.

b.

c.

d.

e.

Pemberian dalam keluarga yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/ 
mertua, suami/istri, anak/menantu, anak angkat/wali yang 
sah, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan 
keponakan, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan; 
Pemberian dalam bentuk hidangan atau sajian yang berlaku 
umum;
Pemberian berupa keuntungan atau bunga dari penempatan 
dana, Investasi atau kepemilikan saham pribadi yang 
berlaku umum;
Manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau 
organisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan yang 
berlaku umum;
Seminar kit yang berbentuk seperangkat modul, alat tulis, 
plakat, sertifikat, tas dan pakaian dengan logo atau 
informasi terkait instansi yang berlaku umum, yang diterima 
dalam seminar / pelatihan / workshop / konferensi atau
kegiatan sejenis; ^ ^
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f. Hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan, 
perlombaan atau kompetisi yang diikuti dengan biaya 
sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;

g. Penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada 
kaitannya dengan peningkatan prestasi keija yang diberikan 
oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku;

h. Hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, point 
rewards, atas souvenir yang berlaku secara umum dan tidak 
terkait kedinasan;

i. Kompensasi atau honor atas profesi diluar kegiatan 
kedinasan yang tidak terkait dengan tugas dan kewajiban, 
sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan dan tidak 
melanggar peraturan/kode etik Pejabat/Pegawai yang 
bersangkutan;

j . Kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan seperti 
honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan yang 
telah ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku 
diinstansi penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat 
pembiayaan ganda, tidak terdapat benturan kepentingan, 
dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku diinstansi 
penerima;

k. Karangan bunga sebagai ucapan yang diberikan dalam acara 
seperti pertunangan, pernikahan, kelahiran, kematian, 
akikah, baptis, khitanan, potong gigi atau upacara 
adat/agama lainnya, pisah sambut, pensiun, promosi 
jabatan;

l. Pemberian terkait dengan penyelenggaraan pesta
pertunangan, pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, 
khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya 
paling banyak Rp 1.000.000,00(satu juta rupiah)
perpemberian perorang dalam setiap kegiatan; ̂

m. Bingkisan/cinderamata/ souvenir atau benda sejenis yang 
diterima tamu/ undangan dalam penyelenggaraan pesta 
sebagaimana dimaksud pada huruf 1 paling banyak 
Rpl.000.000,00(satu juta rupiah) perpemberian dalam setiap 
kegiatan; «/

n. Pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang
dialami oleh diri Penerima Gratifikasi, suami, istri, anak, 
bapak, ibu, mertua, dan/atau menantu penerima gratifikasi 
paling banyak Rpl.000.000,00(satu juta rupiah)
perpemberian perorang dalam setiap peristiwa; ^

o. Pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, 
pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak 
dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya paling banyak 
Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) perpemberian perorang 
dengan total pemberian Rpl.000.000,00(satu juta rupiah) 
dalam waktu 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama; dan ^

p. Pemberian sesama rekan kerja yang tidak dalam bentuk 
uang atau alat tukar lainnya, dan tidak terkait kedinasan 
paling banyak senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) 
setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak 
melebihi Rpl.000.000,00(satu juta rupiah) dalam 1 (satu) 
tahun dari pemberi yang sama. */

3. Ketentuan ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 Pasal 7 diubah. --
berbunyi sebagai berikut:
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Pasal 7

(1) Laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
disampaikan secara tertulis, surat elektronik, atau aplikasi 
sesuai dengan mekanisme yang berlaku dengan mengisi 
formulir pelaporan gratifikasi sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran Keputusan ini.

(2) Laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dianggap lengkap apabila sekurang-kurangnya memuat 
informasi:
a. Identitas penerima berupa nomor induk 

kependudukan, nama, alamat lengkap, dan nomor 
telepon;

b. Informasi pemberi gratifikasi;
c. Jabatan penerima gratifikasi;
d. Tempat dan waktu penerimaan gratifikasi;
e. Uraian jenis gratifikasi yang diterima;
f. Nilai gratifikasi yang diterima;
g. Kronologis peristiwa penerimaan gratifikasi; dan
h. Bukti, dokumen, atau data pendukung terkait laporan 

gratifikasi.
(3) Pelaporan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan dengan cara:
a. Disampaikan kepada UPG dalam jangka waktu paling 

lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal gratifikasi 
diterima; atau

b. Disampaikan kepada KPK dalam jangka waktu paling 
lama (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal gratifikasi 
diterima.

(4) UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a 
meneruskan laporan yang diterimanya kepada KPK dalam 
jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak laporan gratifikasi 
diterima.

(5) KPK menetapkan status kepemilikan gratifikasi dalam 
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak laporan 
gratifikasi diterima secara lengkap.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Wewenang dan Kewajiban UPG 

Pasal 10

UPG mempunyai tugas berupa:
a. Menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan 

penerimaan gratifikasi dari Pegawai Negeri, Penyelenggara 
Negara, atau Pejabat Publik lainnya;
Menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan 
gratifikasi, dalam hal Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara 
atau pejabat publik lainnya melaporkan penolakan 
gratifikasi;
Meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada KPK; 
Melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan dan penolakan 
gratifikasi kepada KPK;
Melakukan sosialisasi ketentuan gratifikasi kepada pihak 
internal dan eksternal pemerintahan dan badan usaha milik 
daerah; ft*
Melakukan pemeliharaan barang gratifikasi sampai deng£ 
adanya penetapan status barang tersebut; dan ^ ^

b.

c.
d.

e.

f.
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g. Melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka 
pengendalian gratifikasi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan D
'p pada tanggal 0 ^

' Y k  BUPATI KATINGAN,

Diundangkan di Kasongan 
pada tanggal, ty OO'W

RAH
‘INGAN,

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2020 NOMOR


